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MOTTO 

 

 

 

“And Allah is the best of planners”. 

(Q.S Ali Imran (3:54) 

 

 

 

“keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang 

senantiasa berusaha”. 

(Bj Habibie) 

 

 

 

“Ilmu yang tertulis akan lebih lama dari penulisnya”. 

(Silvia Ramadhani) 
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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN DI KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI 

Ipiiramadhaniii123@gmail.com 

 

OLEH : 

 

SILVIA RAMADHANI 

NPM. 220411085 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Taluk  Kuantan  Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten  Kuantan  Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

Kebijakan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Teluk 

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Dikarenakan masih kurang nya sarana 

prasarana persampahan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan 

sampah. Maka kondisi ini memicu meningkatnya timbulan sampah dengan 

komposisi yang beragam dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Teknik penarikan 

sampel menggunakan metode  Purposive Sumpling  yang mana teknik dengan 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan jumlah informan 

sebanyak  9 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah 

penelitian Kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di olah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemerintah daerah 

Dalam Pengelolaan  Persampahan Di  Kota Teluk Kuantan belum berjalan dengan 

optimal dan masih memerlukan perbaikan, hal ini disebabkan karena volume 

sampah yang terus meningkat namun tidak diimbangi dengan jumlah armada dan 

fasilitas yang memadai. Di sisi lain upaya pemerintah dalam meningkatkan 

pengelolaan persampahan sudah ada, namun belum berjalan optimal karena 

keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. 

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolan Persampahan, Sumber 

Daya 
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ABSTRACT 

 

LOCAL GOVERMENT POLICY ON WASTE MANAGEMENT IN TELUK  

KUANTAN CITY, KUANTAN SINGINGI REGENCY 

Ipiiramadhaniii123@gmail.com 

BY : 

SILVIA RAMADHANI  

NPM. 220411085 

 

This research was coonducted in Teluk Kuantan City Kuantan Tengah District 

Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to analyze local 

government polices on waste management in Teluk Kuantan city. Kuantan 

Singingi Regency. Due to the lack of waste management infastructure and low 

public participation in waste sorting, this condition has triggerd an increase in 

waste generation with diverse compositions and very difficult to manage. The 

sampling technique used was purposive sampling, a technique that determines 

samples based on spesific consideration, with a total of nine informants This study 

employed qualitative research. Data analysis used descriptive qualitative 

methods, namely analyzing data obtained from interviews and then processing 

them.The results of study indicate that the implementation of local government 

policies in waste management in Teluk Kuantan City has not been running 

optimally and still requires improvement, this is due to the increasing volume of 

waste but is not balanced by the number of adequate fleets and facilities. On the 

other hand, govenrment effort to improve waste management already exist, but 

have not been running optimally due to limited resources and lack of community 

participation. 

Key words : Goverment Policy on waste Management 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Teluk Kuantan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian 

Kabupaten Kuantan Singingi mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan jumlah 

penduduk, aktivitas ekonomi, dan pembangunan infastuktur. Namun, 

pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi terhadap peningkatan volume 

sampah yang dihasilkan. 

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah 

daerah yang sangat menentukan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Tingginya mobilitas masyarakat tidak diimbangi dengan sistem pengelolan yang 

optimal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya tumpukan sampah di 

beberapa titik kota yang menimbulkan bau tidak sedap, menggangu estetika, serta 

berpotensi mencemari lingkungan sekitar. 

Salah satu permasalahan pertama adalah sampah yang sering meluap karena 

keterlambatan pengangkutan oleh petugas, pengambilan sampah yang tidak 

dilakukan secara rutin menyebabkan Tps cepat penuh terutama pada waktu-waktu 

sibuk pada pagi dan sore hari. Tidak hanya itu, jumlah tempat penampungan 

sementara (TPS) di Kota Teluk Kuantan juga  masih belum memadai untuk 

menampung volume sampah harian akibatnya, masyarakat sering menumpuk 

sampah di luar (TPS) yang kemudian menyebar ke jalan. 

Selain terbatasnya (TPS), armada pengangkut sampah juga masih menjadi 

kendala sehingga proses pengangkutan tidak berjalan efektif. Kondisi ini 
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menunjukan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah 

belum sepenuhnya berjalan optimal meskipun secara normatif pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai aturan terkait persampahan. Ketidakefektivan 

implementasi kebijakan terlihat dari adanya jarak antara apa yang direncanakan 

pemerintah dengan realitas di lapangan. 

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah 

masih sangat rendah. Kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik juga 

belum terbentuk dengan baik. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah tidak 

hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif 

masyarakat. 

Telah diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat 

menggagu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta mengakibatkan 

berkembanya penyakit. 

Adapun titik lokasi persampahan yang masih menganggu masyarakat pada 

saat ini yaitu : Koto Taluk, Beringin Taluk, dan Terminal Bus Teluk Kuantan. 

Oleh karena itu evaluasi dan pengembangan kebijkan pengelolaan 

persampahan yang komperensif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

persampahan  di  Kota  Teluk  Kuantan.  Kebijakan  yang  efektif  harus 

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, 

serta partisipasi masyarakat. 

Adapun petaturan Bupati (Perbub) nomor 44 tahun 2018 tentang kebijakan 

dan strategi Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah di Teluk 

Kuantan adalah : 
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1. Mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenisnya di Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Menanggulangi adanya sampah yang tidak diolah dengan benar berdaskan 

peraturan yang telah disah kan. 

3. Tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis Daerah 

Pengelolaan air limbah domestik pada instansi-instansi terkait. 

Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan 

pembangunan di berbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah- 

wilayah perkotaan yang antara lain urbanisasi, pemukiman kumuh, persampahan, 

dan sebagainya. Permasalahan yang di alami hampir di seluruh kota di Indonesia 

adalah tentang persampahan. 

Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena 

didalam semua aspek kehidupan selalu menghasilkan sampah, di samping produk 

utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya 

aktivitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di indonesia. 

Perubahan gaya hidup masyarakat, terutama dengan meningkatnya konsumsi 

barang-barang kemasan dan produk sekali pakai, juga berkontribusi pada 

peningkatan volume dan variasi sampah. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi 

tahun 2021 jumlah penduduk kota Teluk Kuantan berjumlah 21.902 orang dengan 

luas wilayah 53km serta terdapat enam desa/kelurahan didalamnya. Kota Teluk 

Kuantan yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Kuantan Tengah yang menjadi 

pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai sentral 
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perekonomian dalam perdagangan serta kawasan pemukiman pada penduduk. 

Maka kondisi ini menjadi hal yang memicu meningkatnya timbulan sampah 

dengan komposisi yang beragam dan sangat sulit menanggulangi masalah 

sampah. 

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan 

Singingi jumalah timbulan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 4 

Ton perhari dengan volume 19,347 m/hari. Sedangkan jumlah timbunan sampah 

yang diangkut ke TPA Sentajo Raya 18 Ton/hari dari keseluruhan Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menjadikan Kecamatan Kuantan 

Tengah penyumbang sampah terbanyak perharinya dari berbagai kecamatan. 
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Tabel 1. 1 Jumlah Timbunan Sampah Perkecamatan 

 

 

NO 

 

KECAMATAN 

 

JUMLAH  

PENDUDUK 

 

TIMBULAN 

SAMPAH 

1. Kuantan Tengah 48.368 19.347 

2. Kuantan Mudik 24.163 9.665 

3. Gunung Toar 13.956 5.582 

4. Singingi 31.822 12.728 

5. Singingi Hilir 38.424 15.369 

6. Hulu Kuantan 8.869 3.547 

7. Pangean 18.870 7.548 

8. Kuantan Hilir 15.249 6.099 

9. Logas Tanah Darat 20.843 8.337 

10. Inuman 15.825 6.330 

11. Cerenti 15.458 6.183 

12. Benai 16.363 6.545 

13. Pucuk Rantau 10.804 4.321 

14. Sentajo Raya 28.838 11.535 

15. Kuantan Hilir Seberang 13.364 5.345 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kuantan Singingi Tahun 2021 (Singingi, 2021) 
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Tabel 1. 2 Kepadatan Penduduk  Desa/Kelurahan Di Kota Teluk Kuantan 

 

NO Desa/Kelurahan Jumlah 

Penduduk 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

1. Beringin Taluk 3192 13 245.54 

2. Sawah 2612 5 522.40 

3. Pasar Taluk 1079 4 269.75 

4. Koto Taluk 6130 8 766.82 

5. Simpang Tiga 3485 11 316.82 

6. Sungai Jering 5440 12 450.33 

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 

       Kecamatan Kuantan Tengah memiliki banyak desa/kelurahan, namun 

tidak seluruhnya termasuk dalam wilayah Kota Teluk Kuantan. Kota Teluk 

Kuantan secara administratif hanya mencakup 6 desa/kelurahan, yaitu : Beringin 

Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto Taluk, Simpang Tiga dan Sungai Jering. Oleh 

karena itu penelitian ini hanya menggunakan data yang merepresentasikan ke 6 

desa tersebut sebagai wilayah Kota Teluk Kuantan. 

  Sampai saat ini belum terdapat data timbunan sampah yang secara khusus 

mennggambarkan kondisi Kota Teluk Kuantan. Data yang tersedia pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kuantan Singingi masih disajikan pada skala Kecamatan 

Kuantan Tengah, yang mencakup lebih banyak desa/kelurahan dibandingkan 

wilayah administratif  Kota Teluk Kuantan.
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu, 

‟Bagaimana Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Persampahan di 

Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi saat ini‖. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk memberikan Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang ada di Kota 

Teluk Kuantan saat ini, serta untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan persampahan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik 

khususnya terkait pengelolaan persambahan perkotaan. 

2. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

rekomendasi bagi pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan persampahan di 

Kota Teluk Kuantan 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman  kepada 
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masyarakat mengenai manfaat pengelolaan sampah, seperti mengurangi 

volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara (tps), 

meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui daur ulang, serta mendorong 

pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan 

sekitar, yaitu mengurangi pencemaran tanah, air dan udara, menciptakan 

lingkungan bersih, sehat, dan nyaman, serta meningkatkan kualitas 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Teori/Konsep Administrasi Negara 

Menurut (Siagian, 2008) mengartikan Administrasi Negara sebagai 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu 

Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. 

Menurut (Siagian, 2001) Administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan 

prose kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Soerjano Soekanto dalam (Syafie, 2010, p. 3) secara pendek 

dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah (knowledge) yang tersusun 

sismetis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara 

kritis oleh orang lain atau umum 

Menurut Sondang P . Siagian dalam (Syafie, 2010, p. 14) Administrasi 

adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil 

dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau 

lebihjuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Brooks Adam dalam (Kadir, 2020), Administrasi negara adalah 

Kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali 

bertentangan dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya 

sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.  

Menurut Hugo De Groot Administrasi negara adalah suatu organisasi 

kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang namanya negara selalu 
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kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan 

untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal 

diwilayah kekuasaannya. 

Menurut (Budiardjo, 2008) Administrasi negara adalah suatu daerah 

teritorial yang rakyat nya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut 

dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan 

(control) monopolistis dan kekuasaan yang sah. 

Dengan demikian, administrasi negara adalah suatu kelompok, persekutuan, 

alat organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu 

rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang 

lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, 

kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinn bahkan sistem pemaksaan sehingga 

pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam an 

luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang 

teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan 

tujuan serta cita-cita rakyat banyak. 

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu : Administrasi dalam arti 

sempit dan administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit adalah 

kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan 

tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya 

kembali dan serta keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain. 

Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan 

tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama 
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yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana 

ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai 

tujuan secra efektif dan efesien.  

Menurut (Siagian, 2001, p. 38) Pengertian administrasi dalam arti luas 

memiliki unsur-unsur sekelompok orang,, kerjasama, pembagian tugas secara 

terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan 

pemanfaatan sebagai sumber. 

Administrasi sebagai ilmu bahkan ini menjadi suatu disiplin ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu 

ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. 

Menurut (Siagian, 2001, p. 65) Administrasi sebagai ilmu disiplin yang 

mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan 

yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan 

evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangka 

penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian kerjasama manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula. 

2.1.2 Teori/Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh 

pemerintah atau lembaga publik lainya untuk mengatasi masalaah atau mencapai 

tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang 

peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, 

meningkatkan kesejahteraan, atau memecahkan masalah sosial. 

Menurut (Nugroho, 2009, p. 11): Kebijakan Publik merupakan salah satu 
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komponen negara yang tidak boleh diabaikan. negara tanpa komponen kebijakan 

publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang 

atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk 

memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. 

Menurut (Anderson, 2015, p. 8) Kebijakan Publik merupakan langkah 

tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor berkenan dengan 

adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

Menurut Harold D. Lasswel (Salempessy, 2023, p. 3): Kebijakan Publik 

merupakan aliran dari keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak 

otoritatif lainya yang berhubungan dengan tindakan pemerintah. 

Menurut Dye (Salempessy, 2023, p. 3): Kebijakan Publik merupakan apa 

yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukanya, dan apa yang dilakuan 

terhadap masyarakat. 

Menurut Wiliam Jenkis (Salempessy, 2023, p. 3): Kebijakan Publik 

merupakan panduan untuk tindakan yang mengungkapkan suatu niat yang 

direncanakan dan megarahkan para pejabat dalam menjalankan tugas-tugas 

mereka.. 

Menurut (Friedrich, 2015, p. 9): Kebijakan Publik merupakan Ialah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Menurut (Dye,  2017): Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan  

terencana dan bertujuan yang diambil oleh individ atau kelompok untuk 
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menyelesaikan suatu masalah atau isu.  

Menurut Agustino (Salempessy, 2023) : Kebijakan Publik merupakan 

sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintahan dengan 

lingkunganya. 

Menurut (Lasswell & Kaplan, 2017) : Kebijakan Publik merupakan sebuah 

fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang di 

buat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, di buat juga oleh organisasi 

pemerintahan yang ada. 

Menurut (Dye, 2015); Kebijakan Publik merupakan apapun yang di pilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, artinya setiap tindakan atau 

keputusan pemerintah baik bertindak maupun tidak adalah bagian dari kebijakan 

publik. 

Menurut Agustino (Salempessy, 2023): Kebijakan Publik merupakan 

serangkaian tindakan atau keputusan yang di ambil oleh pemerintah yang 

memiliki orientasi pada kepentingan publik, dan menunjukan hubungan erat 

antara kebijakan dan pelayanan publik. 

`Menurut (Desrinelti, 2021): Kebijakan Publik merupakan keputusan yang 

dibuat oleh negara sebagai representasi dari kepentingan rakyat, untuk mengatur 

kehidupan bersama guna mencapai tujuan tertentu. 
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Tabel 2. 1 Teori Kebijakan 

 

Nama Ahli 

Tahun 

Judul 

Buku 

Penjelasan 

Menurut Para 

Ahli 

Relevansi 

Dengan 

Penelitian 

Sumber 

Buku 

(Salempessy, 

2023) 

Kebijak

an 

Publik 

Dye menyatakan 

bahwa kebijakan 

publik 

merupakan ―apa 

yang pemerintah 

lalukan, mengapa 

mereka 

melakukannya, 

dan apa yang 

dilakukanya 

terhadap 
masyarakat‖. 

Menyangkut 

bagaimana 

tindakan nyata 

pemerintah 

dalam 

pengelolaan 

sampah seperti 

penyediaan 

sarana dan 

prasarana. 

 

(Salempessy, 

2023) 

Kebijakan 

Publik, Cv 

Gita Lentara. 

Anderson, 

(Hill and 

Hupe, 2002) 

(Handoyo, 

2012)  

Kebijak

an 

Publik 

Anderson 

menyatakan 

bahwa kebijakan 

publik 

merupakan 

―serangkaian 

tindakan yang 

dilakukan oleh 

aktor atau 

sejumlah aktor 

berkaitan dengan 

permasalahan 
yang dihadapi. 

Membantu 

menilai apakah 

pemerintah 

betul-betul 

melakukan 

rangkaian 

tindakan seperti 

mengatur 

jadwal 

pengangkutan,d 

an melibatkan 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah. 

(Eko 

Handoyo, 

2012) 

Kebijakan 

Publik, 

Widya Karya 

Semarang. 

Heinz Eulau 

dan Kenneth 

Prewitt, 

1973 

(Agustino 

2006 : 6)  

(Satispi, 

2019)  

Design 

Dalam 

Kebijak

an 

Publik 

Heinz Eulau 

dan Kenneth 

menyataan 

bahwa 

kebijakan 

publik 

merupakan 

―sebagai 

keputusan tetap 

yang dicirikan 

Membantu 

melihat apakah 

pemerintah 

daerah 

menjalankan 

kebijakan secara 

konsisten, tidak 

hanya saat awal 

dibuat, tetapi 
berulang dan 

(Evi Satispi, 

2019) Design 

dalam 

kebijakan 

publik. 
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dengan 

konsistensi dan 

pengulangan 

tingkah laku dari 

mereka yang 

membuat dan dari 

mereka yang 

mematuhi 

keputusan. 

 

stabil dalam 
pelaksanaanya 
seperti 
pemantauan tps 
dilakukan setiap 
hari. 

(Tahir, 2011) 

Syafiie, 

(Tahir 2011) 

Kebijak

an 

Publik 

Syafiie 

menyatakan 

bahwa kebijakan 

publik merupakan 

semacam jawaban 

terhadap suatu 

masalah karena 

merupakan upaya 

memecahkan, 

mengurangi, dan 

mencegah suatu 

keburukan serta 

sebaliknya 

menjadi 

penganjur, inovasi 

dan pemuka 

terjadinya 

kebaikan dengan 

cara terbaik dan 

tindakan yang 

terarah. 

Menganalisis 

sejauh mana 

kebijakan 

pemerintah 

merespon 

terhadap 

masalah 

sampah, serta 

apakah telah 

mendorong 

inovasi dan 

tindakan 

terencana dalam 

pengelolaan 

sampah. 

(Tahir,2011) 

Kebijakan 

Publik dan 

Transparansi 

Penyelenggar 

aan 

pemerintahan 

daerah. 
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Jann and 

Wegrich 

(2007) 

(Desrinel

ti, 2021)  

Jurnal 

Kebijakan 

Publik dan 

Konsep 

Pelaksaan 

Jan and 

Wegrich 

menyatakan 

bahwa 

kebijakan 

publik 

merupakan 

kegitan sadar 

sengaja dan 

terarah yang 

dilakukan 

pemerintahan 

dalam mencapai 

tujuan 

tertentu. 

Membantu 

menilai apakah 

pemerintah 

daerah 

memahami 

masalah sampah 

yang terjadi dan 

menyadari 

dampaknya bagi 

lingkungan, 

kesehatan, dan 

estetika kota. 

(Desri

nelti, 

2021). 

Kebijaka

n Publik 

dan 

Konsep 

Pelaksan

aan, 

 

 

2.1.2.1 Formulasi Kebijakan 

Menurut (Dye, 2015) : Formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah 

melakukan inervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhardap setiap 

permasalahan di masyarakat, intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, 

karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. 

Menurut Amitai (Etzioni, 2017): Formulasi kebijakan merupakan model 

pengamatan terpadu (mixed-scaning) yakni sebagai pendekatan terhadap 

formulasi keputusan-keputusan pokok dan tambahan, menetapkan proses-proses 

formulasi kebijakan pokok dan urusan tertinggi yang menetukan pembuatan 

pedoman atau petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan- 

keputusan pokok dan menjalankannya stelah keputusan itu terlegitimasi. 

Menurut (Dunn, 2015): Formulasi kebijakan merupakan proses 

peramalan, yaitu menguji masa depan yang pleusibel, potensial, dan secara 

normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang diusulkan, mengenali 

kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi 



17  

 

 

kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. 

Menurut (Mustari, 2015): Formulasi Kebijakan Merupakan masalah yang 

telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat 

kebijakan dan didefenisikan untu kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

Menurut Anderon (Meutia, 2017, p. 71): Formulasi Kebijakan merupakan 

upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk 

masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpatisipasi. 

Menurut Eugne (Meutia, 2017, p. 71): Formulasi Kebijakan merupakan 

formulasi yang lengkap menentukan alternatif yang mungkin untuk dibuat 

kebijakan, dimana kita menilai (mencari) yang terbaik dari kemungkinan yang 

ada. Oleh sebab itu , kita mencari satu alternatif yang terbaik. 

Menurut Dye (Kadji, 2015): Formulasi Kebijakan Merupakan suatu upaya 

yang dilakukan pemerintah dengan melakukan intervensi terhadap aktivitas publik 

sebagai solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat. 

2.1.2.2 Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Meter Dan Van Horn dalam (Subarsono, 2011): Ada lima 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementsi, yakni standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, 

karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut (Adiwisastra, 2006, p. 63): Implementasi Kebijakan merupakan 

dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai 

institusi (biokrasi) dalam proses kebijkan publik, dapat dipahami pula sebagai 

salah satu lapangan studi administrasi sebagai ilmu. 
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Menurut (Dunn, 2015, p. 56): Implementasi Kebijakan merupakan pada 

hakikatnya bersifat kegiatan praktis, yang dibedakan dari perumusan kebijakan 

yang pada dasarnya bersifat teoritis. 

Menurut Josy Adwisastra (Adiwisastra, 2006, p. 13): Implementasi 

Kebijkan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik dibuat akan menjadi 

―macan kertas‖ apabila tidak berhasil dilaksanakan. 

Menurut Josy Adwisastra (Adiwisastra, 2006, p. 14): Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan publik kadang kala tidak hanya memerlukan rasionalitas, 

tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan 

yang berkembang di masyarakat, dimana Kebijakan publik tersebut akan 

dilakukan. 

Menurut  (Kadir, 2020)) : Implementasi Kebijakan merupakan 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (Satispi, 2019): Implementasi 

Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat 

atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujua- 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Menurut (Muadi, 2016): Implementasi Kebijakan merupakan 

operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai satu sasaran tertentu dan 
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menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada 

karyawan terbawah. 

Kebijakan dengan indikator menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam 

(Tachjan., 2006) yaitu 

1. Standar dan Sasaran 

Standar dan sasaran merupakan ukuran yang jelas mengenai apa yang ingin 

dicapai dari kebijakan tersebut, semakin terukur dan spesifik standar serta 

sasaran yang ditetapkan, semakin memudahkan pelaksana kegiatan dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya mencakup anggaran tenaga pelaksana yang kompeten, 

fasilitas, informasi serta kewenangan hukum untuk melaksanakan kebijakan, 

kekurangan sumber daya akan menyebabkan implementasi kebijakan tidak 

berjalan evektif, meskipun standar dan tujuan sudah di tetapkan dengan 

baik. 

3. Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi mengambarkan bagaimana organisasi itu dibentuk, 

bagaimana ia bekerja dan faktor-faktor internal apa saja yang menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas atau kebijakan. 

4. Komunikasi Antar Organisasi 

Komunikasi menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar 

pelaksana, baik antara instansi, pemerintah, organisasi masyarakat, maupun 

pihak lainnya, komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalahan 
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dalam menjalani kebijakan, sehinggah menghambat implementasi. 

5. Sikap Para Pelaksana 

Sikap ini mencakup sejauh mana para pelaksana mendukung, memahami, 

serta meyakini pentingnya kebijakamn tersebut, sikap yang positif dapat 

mempercepat keberhasilan implementasi, sedangkan sikap yang negatif 

dapat menjadi hambatan meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik. 

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, kesadaran, dan perilaku masyarakat 

terhadap kebijakan. lingkungan ekonomi berkaitan dengan kemampuaan 

anggaran pemerintah, serta kondisi ekonomi daerah yang menentukan 

tersedianya fasilitas dan sarana pendukung kebijakan. lingkungan politik 

mencakup dukungan dan prioritas kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 

2.1.3 Teori/Konsep Tata Kelola   

Menurut (Healy & Robinson, 2015): Tata kelola merupakan tingkat 

evektifitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan 

dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan 

kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas dan 

kesejahteraan raakyat. 

Menurut (Sadarmayanti, 2003): Tata kelola merupakan proses 

penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and 

service yang disebut sebagai governance (pemerintah atau kepemerintahan), 

sedangkan praktek terbaik disebut good governance (kepemerintahan yang baik). 
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Menurut Tjokroamidjojo (2001) dalam (Nofita et al., 2025): Tata kelola 

merupakan sebagai suatu pemikiran kontenporer yang banyak kesalah mengertian, 

yang mana sebagian orang sering beranggapan bahwa good governance adalah 

clean goverment. 

Menurut (Kadir, 2020): Tata kelola merupakan tata kelola harus memenuhi 

syarat yaitu setiap aparatur birokrasi dan juga pejabat publik senantiasa 

berorientasi kepada ―kompetensi‖ artinya penunjukan atau pengangkatan pejabat 

aparatur birokrasi pemerintahan yang diutamakan adalah kompetensi, bukan 

berdasarkan nepotisme keluarga, pertemanan, alumni atau karena partai politik. 

Menurut Tamim (2003) dalam (Slamet, 2014), : Tata kelola merupakan 

good governance yang diawali dengan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam 

tata kelola suatu pemerintahan agar tercapainya kriteria suatu pemerintahan. 

Menurut (Kadir, 2020): Tata kelola merupakan suatu prinsip paradigma 

yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah upaya untuk membangun 

pemerintahan yang bersih dan berwibawah akan terwujud. 

Menurut (Sutedi, 2015): Tata kelola merupakan suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan pemerintahan, serta hubungan antara para stakeholders untuk 

menentukan dan mengendalikan strategi kinerja pemerintahan. 

2.1.4 Teori/Konsep Pengelolaan Sampah 

Menurut Indrawati dan (Indrawati & Purwaningrum, 2021, p. 5): 

Pengelolaan Sampah merupakan suatu kegiatan yang mencakup pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang aman bagi 

lingkungan. 
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Menurut (Anggiyanti et al., 2025) Anggiyanti: Pengelolahan Sampah 

merupakan sitem yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pembuangan akhir, yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang 

bersih dan sehat. 

Menurut (Hidayat, 2021): Pengelolahan Sampah merupakan aktivitas 

pengorganisasian sampah yang berorientasi pada pemanfaatan nilai ekonomi, 

melalui daur ulang dan konsep 3R : (Reduce, Reuse, Receyl) 

Menurut (Damanhuri & Padmi, 2010): Pengelolahan Sampah merupakan 

proses teknososio ekonomi, yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan 

sampah yang dilakukan secara terpadu agar tidak menimbulkan gangguan pada 

lingkungan. 

2.1.5 Teori/Konsep Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah 

Menurut (Purwanti et al., 2021)  Pengelolaan sampah yang efektif tidak 

hanya bergantung pada teknologi dan sarana, tetapi juga pada kelembagaan 

(institutional arrangement) uang kuat, kelembagaan disini mencakup struktur 

organisasi, kordinasi antar instansi, serta kebijakan dan regulasi yang mengatur 

peran masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah. 

Menurut (Damanhuri & Padmi, 2010): Kelembagaan dalam pengelolaan 

sampah merupakan organisasi dan aturan yang mengatur proses pengurangan dan 

penanganan sampah agar dapat berjalan terpadu, berfokus pada tanggung jawab, 

kordinasi dan pembiayaan layanan sampah. 
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Menurut (Ivakdalam & Far, 2022): Kelembagaan pengelolaan sampah 

merupkan mekanisme organisasi dari tingkat pemerintah sampai masyarakat yang 

berfungsi mengatur pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hinggah pembuangan 

akhir. 

2.1.6 Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat 

Menurut (Sudarsono, 2018): Partisipasi Masyarakat adalah kunci dalam 

pengelolaan lingkungan, yang termasuk pengelolaan sampah. Masyarakat bukam 

hanya sebagai penerima manfaat kebijakan saja tetapi juga aktor utama dalam 

penerapan sistem pengelolaan berupa keterlibatan dalam pemilahan sampah 

rumah tangga. 

Menurut (Hajar et al., 2018): Partisipasi Masyarakat merupakan peran 

serta masyarakat dalam setiap tahapan program, baik sebagai pelaku, pendukung, 

maupun penerima manfaat. 

Menurut (Mustanir et al., 2022): Partisipasi Masyarakat merupakan 

keterlibatan aktiv masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program yang menyangku 

kepentingan mereka. 

Menurut (George  Edward , 2006): Partisipasi Masyarakat merupakan salah 

satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program karena 

bagaimanpun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya 

manusia yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam 

mengimplementasikannya. 
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Menurut (Tajhan, 2006): Partisipasi Masyarakat merupakan perluasan 

ruang publik untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam implementasi 

kebijakan juga diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas suatu 

kebijakan. 

2.1.7. Teori Organisasi 

 Menurut (Hodge, dalam Tajhan, 2006):  Teori Organisasi merupakan 

seperangkat konsep, prinsip, dan hipotesis yang menyatakan hubungan yang 

digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen organisasi dan bagaimana 

hubungannya satu sama lain.  

 Menurut (Jones, dalam Tajhan, 2006): Agar efektiv organisasi 

membutuhkan suatu struktur dan kultur yang mampu beradaptasi sehinggah dapat 

memberikan respon yang cepat terhadap lingkungan. 

 Menurut (Goggin, dalam Tajhan, 2006): Dalam implementasi kebijakan 

publik, organisasi yang berperan dominan sebagai implementor, kinerjanya secara 

internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya dimana 

kapasitas ini merupakan suatu fungsi dari struktur, personil, dan karakteristik 

finansial yang dimiliki oleh badan pemerintahan sebagai implementing 

organization. 

 Menurut (Tajhan, 2006): Organisasi merupakan keseluruhan organisasi 

pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit administratif 

dibawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik dipusat maupun 

di daerah seperti di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan maupun desa ataupun 

kelurahan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau 

dibuang dari suatu sumber suatu aktivitas manusia maupun proses-proses alam 

yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi 

yang negative karena dalam penangananya baik untuk membuang atau 

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. 

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga 

untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak 

atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau di tolak 

atau buangan (Hidup, 2005) Dalam undang-undang nomor 18 tentang pengelolaan 

sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisah kegiatan sehari-hari manusia 

dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Menteri 

Negara Lingkungan hidup, 2009) (Sudarsono, 2018) Sampah adalah suatu bahan 

yang terbuang dan dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses 

alam yang belum memiiki nilai ekonomis (ramdhan , 2022). Sementara itu 

Radyastuti, 1996 (dalam ((Ramdhan & Hermawan, 2022) . Menyatakan bahwa 

sampah sumber daya yang tidak siap pakai. 
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Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Teluk 

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 

Kondisi Sampah Di Kota Teluk Kuantan 

 

 

Indikator Kebijakan 

1. Standar dan sasaran 

2. Sumber Daya 

3. Komunikasi antar organisasi 

4. Sikap dan Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan 

 
Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006 : 39) 

 

 
 

Terimplementasinya  Pengelolaan Sampah 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Persampahan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi 
 

 

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021
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2.3 Hipotesis 

Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan persampahan di kota Teluk 

Kuantan saat ini masih sangat kurang baik apalagi dalam hal mengurangi serta 

mengatasinya, sehingga hal ini juga sangat meresahkan terhadap masyarakat. 

2.4 Definisi Operasional 

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Kebijakan 

Pemerintah dalam pengelolaan persampahan di kota Teluk Kuantan 

1. Standar dan sasaran 

 Merupakan ukuran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dari 

kebijakan tersebut, semakin terukur dan spesifik standar serta sasaran 

yang ditetapkan, semakin memudahkan pelaksana kegiatan dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Sumber daya 

 Mencakup anggaran tenaga pelaksana yang kompeten, fasilitas, 

informasi- informasi kewenangan hukum untuk menjalankan kebijakan, 

kekurangan sumber daya akan menyebabkan implementasi kebijakan 

tidak berjalan efektiv, meskipun standar dan tujuam sudah ditetapkan 

dengan baik. 

3. Komunikasi antar organisasi 

 Komunikasi menenkankan pentingnya kordinasi dan komunikasi antar 

pelaksana baik antara instansi, pemerintah, organisasi masyarakat, 

maupun pihak lainnya, komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan  

 kesalahan dalam menjalani kebijakan serta menghambat implementasi. 
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4. Sikap dan Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan 

Sikap dan tanggung jawab pelaksana kebijakan sangat berpengaruh 

terhadap masalah persampah ini yang mana pelaksanaan kebijkan 

pengelolaan persampahan ini, pelaksana kebijakan harus menujukan sikap 

yang proaktif, disiplin, dan etis serta memiliki tanggung jawab penuh 

untuk mengimplementasikan setiap tahapan kegiatan, mulai dari 

sosialisasi, pengumpulan, pengangkutan, hinggah pengolahan akhir 

sampah. Pelaksana juga berkewajiban menyusun mekanisme pelaporan 

dan evalusi agar program yang dilaksanakan dapat berjalan efektiv dan 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

2.5 Operasional Variabel 

 Operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari 

objek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan 

ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulanya. 
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Tabel 2. 2 Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kebijakan 

Pemerintah 

Dalam 

Pengelolaan 

Persampahan Di 

Kota Teluk 

Kuantan  

Standar dan sasaran Pemahaman pelaksana tentang 

standar kebijakan. 

 

Kesesuaian standar terhadap 

kebutuhan pengelolaan 

persampahan. 

 Sumber daya  Ketersedian sarana atau 

prasarana menurut pelaksana 

dan masyarakat. 

 

Cara anggaran digunakan dan 

persefsi terhadap 

kecukupannya. 

 Komunikasi antar 

organisasi 

Proses penyampaian informasi 

antar unit dan organisasi. 

 

Hambatan komunikasi antar 

lembaga. 

 Sikap dan tanggung jawab 

pelaksana dan kegitan. 

Pendapat pelaksana tentang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Etika kerja dan 

profesionalisme dalam narasi 

pelaksana dan kebijakan 

masyarakat. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan 

individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupanya 

sehari-hari secra komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode 

penelitian yang diharapakan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, 

tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. 

3.2 Informan Penelitian 

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 

berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku 

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 

Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Yang mana menganggap informan yang diambil tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. 
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Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah Persepsi 

1. Kepala Dinas 1 100% 

2. Petugas Kebersihan 3 100% 

3 Masyarakat 5 100% 

 Jumlah 9 100% 

 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Premier 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber daya atau 

dilapangan yang merupakan data empric, data empric yang dimaksud adalah hasil 

wawancara dengan beberapa pihak atau informen yang benar-benar berkompeten 

dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan 

kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait 

dengan penelitian. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh hasil telaah bacaan 

ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang 

bersumber dari lembaga terkait yang relafan dengan kebutuhan data dalam 

penelitian. 
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3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah kebijakan yang menjadi kebijakan yang berarti 

kekuatan atau kemampuan untuk mengahilkan sesuatu. Oleh karena itu dalam 

organisasi yang dihasilkan adalah bentuk perwujudan dalam suatu kebijakan. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi, yang terdapat 6 desa di dalamnya pemilihan lokasi 

penellitian didasarkan pada adanya beberapa titik yang mengalami penumpukan 

sampah. Dari 6 desa tersebut penelitian difokuskan pada 3 desa yang menjadi 

objek penelitian, yaitu :  

1. Koto Taluk 

Lokasi penumpukan sampah di Koto Taluk berada di Jalan Mangga, Dusun 

Tobek Panjang, RT 02/RW 01, Kecamatan Kuantan Tengah. Titik penumpukan 

berada di tepi jalan yang berdekatan dengan area lapangan terbuka. Berdasarkan 

hasil observasi  lokasi ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pembuangan 

sampah rumah tangga. Sampah yang dibuang terus bertambah dan tidak segera 

diangkut sehingga terus menumpuk dan menjadi salah satu titik penumpukan 

sampah di Kota Teluk Kuantan. 

2. Beringin Taluk 

Lokasi penumpukan sampah di beringin taluk berada di jalan Tuanku 

Tambusai Desa Beringin Taluk tepatnya depan kawasan sekolah. Berdasarkan 

hasil observasi masyarakat masih membuang sampah di lokasi tersebut sehingga 

menjadi penumpukan sampah di tepi jalan 
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3. Kawasan Terminal Bus 

Lokasi ini berada Di Jalan Proklamasi, Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan 

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Tepatnya  di sekitaran jalan terminal 

Penumpukan sampah berasal dari aktivitas pedagang yang ada disekitar terminal, 

keterbatasan tps menyebabkan sampah tidak tertampung dengan baik sehingga 

terjadi penumpukan. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini yaitu : 

3.6.1Wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna 

mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. 

3.6.2 Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang dihadapi. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi biasanya berbentuk arisp-arsip dan surat penting lainya yang 

tersimpan mengenai suatu kejadian tertentu.Ini dilakukan untuk melengkapi dan 

menguatkan data yang diperoleh baik dari hasil obeservasi maupun wawancara. 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam analisis data kualitatif Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan pada orang lain. 

3.7.1 Penyajian Data 

Setelah data di reduksi maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah 

mendispleikan data. Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data biasa dilakukan 

dalam uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. 

3.7.2 Verivikasi dan Kesimpulan 

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai 

dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini mencari arti 

benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan. 

3.7.3 Alat Ukur Analisis 

 Penelitian ini menggunakan alat ukur analisis untuk menilai pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Kota Teluk Kuantan 

berdasarkan 4 indikator yaitu : standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi 

antar komunikasi serta sikap dan tanggung jawab. Penilaian dilakukan dengan 

melihat terpenuhi atau tidaknya masing-masing indikator berdasarkan data hasil 

penelitian. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian singkat, bagian hubungan 

antar kategori dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif 

sebagai berikut : 
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1. Sangat baik (Apabila seluruh indikator terpenuhi ) 

2. Baik (Apabila terdapat salah satu indikator tidak terpenuhi) 

3. Cukup baik (Apabila terdapat dua indikator tidak terpenuhi) 

4. Kurang baik (Apabila hanya satu indikator terpenuhi) 

5. Tidak baik (Apabila semua indikator tidak terpenuhi) 
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3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

No 

 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ajukan Judul 
                                

2. ACC Judul 
                                

3. Bimbingan                                 

4. Seminar Proposal                                 

5. Revisi                                 

6. Pengumpulan Data 
                                

7. Pengelohan Data                                 

8. Bimbingan Skripsi 
                                

9. Ujian Skripsi                                 

Sumber : Penelitian 2025 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Teluk Kuantan 

 Sejarah asal mula Kuantan berasal dari kata ―aku dan antan‖  aku bearti 

pancang batas daerah ini dengan alu (antan). Asal mula nama kuantan bermula 

dari ―kuak yang bearti rintisan, tuk atan adalah nama orang. Jadi Kuantan berati 

daerah rintisan yang dilakukan oleh tuk antan yang merupakan seseorang yang  

berperan penting terhadap terbentuknya kabupaten kuantan singingi. 

 Kabupaten Kuantan Singingi atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan 

KUANSING yang merupakan salah satu kabupaten yang berada diprovinsi Riau 

Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai 

daerah perantauan orang-orang minang kabau. Dalam kehidupan sehari-hari adat 

istiadat serta bahasa minang kabau digunakan oleh masyarakat Kuansing. 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri 

Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No 53 Tahun 1999, tentang pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, dan sebagainya. 

 Kota Teluk Kuantan merupakan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi 

(Kuansing) di Provinsi Riau, Indonesia, terletak di Kecamatan Kuantan Tengah 

yang dikenal juga sebagai Kota Taluk dan terkenal dengan tradisi tahunan Pacu 

Jalur serta julukan ‗‘Kota Jalur‘ 
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Kota Teluk Kuantan berada di daratan rendah dan tinggi berbukit, dilintasi 

dengan dua sungai besar yaitu : sungai kuantan dan singingi. Kota Teluk 

Kuantan merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Kuantan 

Singingi, dengan kekayaan alam dan budaya yang menjadikan wilayah strategis 

dengan potensi pengembangan sektor agrikultur, perdagangan, serta pariwisata 

yang berbasis alam dan festival tahunan pacu jalur yang saat i ni sedang 

mendunia. 

 Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada Ibu Kota Kabupaten yaitu Teluk 

Kuantan yang berada disepanjang sungai Kuantan pada awalnya dimaksudkan 

sebagai acara memperingati hari-hari besar umat islam seperti : maulid nabi, 

ataupun peringatan tahun baru hijriah.. 

VISI 

Terwujudnya Kota Teluk Kuantan yang berbudaya, religius, unggul, 

sejahtera dan berdaya saing berbasis pertanian dan budaya. 

MISI 

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya. 

1. Meningkatakan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing. 

2. Mewujudkan pembangunan inpastuktur berkualitas, merata, dan 

terintregrasi. 

3. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintah yang profesional. 
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4. Mewujdkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional. 

MOTTO  

―Basatu Nagori Maju‖ (Bersatu Nagari Atau  Kampung Maju) 

4.2  Letak Geografis 

Batas-Batas Wilayah Kota Teluk Kuantan : 

a. Sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Gunung Toar 

b. Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Sentajo Raya 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Benai 

d. Sebelah Utara Berbatasan dengan : Kecamatan Logas Tanah Darat. 
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4.3 Iklim  

 Kota Teluk Kuantan pada umumnya beriklim tropis dengaan suhu udara 

berkisar antara 32,6
0  

celcius 36,5
0 

celcius dan sushu minimum berkisar  antara 

19,2
0 

celcius -22
0 

 celcius . Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57-498,70 

mm per-tahun. 

4.4 Topografi  

 Wilayah Kota Teluk Kuantan merupakan didominasi oleh perbukitan 

bergelombang berdaratan rendah, dengan ketinggian bervariasi antara 25 hingga 

250 meter diatas permukaan laut, serta dilalui oleh sungai Kuantan dan sungai 

Singingi. Jenis tanah yang ada di Kota Teluk Kuantan pada lapisan atas berjenis 

hitam gembur dan pada lapisan bawah bewarna kuning. 

4.5 Kependudukan  

 Jumlah Penduduk Kota Teluk Kuantan Pada Tahun 2020 berjumlah  

21.902 jiwa, yang terdiri dari 11.306  jiwa laki-laki dan 10.596 jiwa perempuan . 

Dengan Sex Rasio sebesar 1.05 menunjukan tidak  adanya perbedaan yang  besar 

untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 

orang terdapat 105 laki-laki. Dengan luas wilayah Kota Teluk Kuantan 53km
2
 dan 

jumlah pendudukmya 21.902 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 

41.32 yang artinya dalam setiap 1 km
2
 dihuni oleh sekitar 41 penduduk 
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Tabel 4. 1 Jumlah penduduk desa/kelurahan kota Teluk Kuantan 

No Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Beringin Taluk 1.602 1.590 3.192 

2. Sawah 1.321 1.291 2.612 

3. Pasar Taluk 622 457 1.079 

4. Koto Taluk 3.105 3.025 6.130 

5. Simpang Tiga 1.790 1.695 3.485 

6. Sungai Jering 2.866 2.538 5.404 

 Jumlah 11.306 10.596 21.902 

Sumber :  Bps Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 
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LAMPIRAN 

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH 

DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TELUK 

KUANTAN  

 

 

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Bidang Persampahan Dinas 

Lingkungan Hidup 
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Gambar 2 :Dokumentasi Penumpukan Sampah Di Teluk Kuantan 

 

 

Lokasi 1 Koto Taluk 
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Lokasi 2 Terminal Bus Pasar Rakyat 

 

Lokasi 3 Beringin Taluk 
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Gambar 3 : Wawancara dengan 3 petugas pengangkut sampah 
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Gambar 4 :Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat 
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